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ABSTRACT 

This study aims to analyze the development and dynamics of government 
policies toward Islamic education in Indonesia from the Old Order and New 
Order periods to the Reform era. Each period demonstrates distinct policy 
directions shaped by the political, social, and ideological context of its time. Using 
a library research method, this study examines primary and secondary sources, 
including books, legal regulations, and scientific articles related to the history of 
Islamic education. The findings reveal that during the Old Order period, 
government policies focused on recognizing and establishing the Ministry of 
Religious Affairs as the institution responsible for managing Islamic education. In 
the New Order era, policies shifted toward integrating madrasahs into the 
national education system, exemplified by the 1975 Joint Decree of Three 
Ministers. Meanwhile, in the Reform era, the government broadened its 
recognition of Islamic educational institutions—such as pesantren and majelis 
taklim—through Law No. 20 of 2003 on the National Education System. Overall, 
government policies across these periods demonstrate continuity and positive 
transformation in the recognition, development, and legitimization of Islamic 
education in Indonesia. 
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INTRODUCTION 

Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian 
serius dari pemerintah, baik disekolah Negeri maupun Swasta. Usaha untuk itu dimulai 
dengan memberikan bantuan kepada lembaga tersebut seperti yang dianjurkan oleh Badan 
Pekerja Komite Nasional Pusat (BNKP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa: 
Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan 
pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada 
umumnya, hendaklah pula mendapatkan perhatian dan bantuan berupa tuntunan dan bantuan 
material dari pemerintah. 

Oleh karna itu kami menyusun makalah ini guna memaparkan kebijakan pemerintah 
mengenai pendidikan Islam di Indonesia sejak mulai kemerdekaan hingga era reformasi serta 
apa sajakah pengaruhnya untuk pendidikan Islam di Indonesia. 
 
METHOD 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan 
(library research). Sumber data yang digunakan terdiri atas: 

1. Sumber primer, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, dan 
dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam. 

2. Sumber sekunder, meliputi buku-buku sejarah pendidikan Islam, artikel ilmiah, 
dan tulisan akademik lainnya yang relevan. 

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap: 
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Pengumpulan data, yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan 
dengan topik kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. 

Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan hasil bacaan berdasarkan periode pemerintahan 
(Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi). 

Analisis data, yaitu menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan menafsirkan isi 
kebijakan, mengaitkan dengan konteks sosial-politik pada masanya, dan menilai pengaruhnya 
terhadap perkembangan pendidikan Islam. 

Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan-temuan utama tentang kontinuitas 
dan perubahan kebijakan pendidikan Islam dari waktu ke waktu. 
 
RESULTS AND DISCUSSIONS 
A. Kebijakan Pemerintah pada Masa Orde Lama 

Sebelum menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah pada masa orde lama sedikit kami 
akan menjelaskan pengertian kebijakan dan pendidikan yang sudah biasa kita dengar. 
Kebijakan adalah konsep dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu 
kepemimpinan dan cara bertindak. Sedangkan pemerintah yaitu sistem menjalankan 
wewenang dan kekuasaan, mengatur  kehidupan social, ekonomi, dan politik suatu Negara 
dan bagian-bagiannya (Tim prima pena, n.d.). Jadi yang dimaksud dengan kebijakan 
pemerintah adalah konsep dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan system, 
menjalankan wewenang dan kekuasaan, mengatur  kehidupan social, ekonomi, dan politik 
suatu Negara dan bagian-bagiannya 
Pengertian pendidikan menurut istilah berasal dari bahasa Yunani yaitu paedagogos yang 

berarti pergaulan dengan anak-anak. Paedagogos berasal dari kata paedos (anak) dan agoge 
(saya membimbing, memimpin). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 
tentang SISDIKNAS Bab I mengatakan, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, 
masyarakat, bangsa dan Negara (Ramayulis, 2020). 

Beberapa kebijakan pada masa pemerintah masa orde lama antara lain: 
1. Dengan mendirikan Departemen Agama yang diresmikan pada tanggal 3 Januari 

1946. Kementrian Agama ini mengurusi bidang pendidikan yang berhubungan 
dengan agama. Pemerintah juga pada masa ini pernah mengeluarkan peraturan 
bersama antara kedua kementerian untuk mengelola pendidikan agama dan 
umum, baik negeri maupun swasta (Nata, 2021) 

2. UU No.4 tahun1950 jo. No. 12 Tahun 1945. Undang-undang ini brisi tentang Dasar-
Dasar Pendidikan dan Pengajaran Sekolah. Di dalamnya di tegaskan bahwa 
tanggung jawab pemerintah hanya terbatas pada pengelolaan sekolah umum, 
tidak pada lembaga pendidikan lainnya. Dalam hal ini, madrasah berada di luar 
sistem pendidikan nasional. Dalam banyak hal, tentu saja keadaan ini di nilai 
kurang menguntungkan bagi eksistensi madrasah (Iskandar Engku, 2024). 

3. Sementara itu pada Peraturan Bersama Mentri PP dan K dan Mentri Agama 
Nomor: 1432/kab.tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan), Nomor K 1/652 Tanggal 
20 januari 1951(Agama) diatur tentang Peraturan Pendidikan Agama di sekolah-
sekolah yaitu: 
a. Pasal 1: Di tiap-tiap sekolah rendah maupun lanjutan (umum dan kejuruan) 

diberi pendidikan Agama. 
b. Pasal 2 : 

1) Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4, 
banyaknya 2 jam dalam satu minggu. 

2) Di  Lingkungan yang istimewa, Pendidikan Agama dapat dimulai 
pada kelas 1, dan jamnya dapat ditambahkan menurut kebutuhan. 
Tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu., dengan ketentuan bahwa mutu 
pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh 
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dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah dilain-lain 
lingkungan. 

c. Pasal 3: Disekolah-sekolah lanjutan tingkattan pertama dan sekolah dan 
tingkatan atas, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan, 
diberi pendidikan agama 2 jam pelajaran dalam tiap-tiap minggu. 

d. Pasal 4:  
1) Pendidikan agam diberikan menurut agama murid masing-masing. 
2) Pendidikan agama baru diberikan pada sesuatu kelas yang 

mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang, yang menganut 
suatu macam agama. 

3) Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama 
yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan 
kelasnya selama pelajaran itu (Nata, 2021). 

4. Dalam rangka meningkatkan madrasah sesuai dengan sasaran BPNKIP, agar 
madrasah mendapat bantuan materil dan bimbingan dari pemerintah, maka 
kementrian agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1952, 
menurut ketentuan ini yang dinamakan madrasah ialah tempat pendidikan yang 
telah di atur sebagai sekolah dan memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan 
agama Islam menjadi pokok pengajarannya. Berdasarkan ketentuan tersebut 
jenjang pendidikan pada madrasah tersusun sebagai berikut: 

a. Madrasah rendah, atau sekarang lazim dikenal sebagai madrasah 
Ibtidaiyah ialah madrasah yang memuat pendidikan dan ilmu 
pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya, dengan 
pendidikan 6 tahun. 

b. Madrasah lanjutan tingkat pertama, atau sekarang dikenal dengan murid-
murid tamatan madrasah rendah atau sederajat, memberi pendidikan 
dalam ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok, dengan lama 
pendidikan 3 tahun. 

c. Madrasah lanjutan atas, atau sekarang dikenal dengan Madrasah Aliyah 
ialah madrasah yang menerima murid-murid tamatan madrasah lanjutan 
pertama atau yang sederajat, memberikan pendidikan dalam ilmu 
pengetahuan agama Islam sebagai pokok, dengan lama pendidikan 3 
tahun (Iskandar Engku, 2024) 

5. Peraturan yang terdapat dalam keputusan Sidang MPRS pada bulan Desember 
1960, pada pasal 3 dari keputusan MPRS dinyatakan, bahwa agama menjadi mata 
pelajaran di sekolah umum, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, 
dengan ketentuan, bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan agama jika 
wali murid atau murid dewasa menyatakan tidak keberatan (Hasbullah, 2021). 

6. Pada akhir Orde Lama tahun 1965 lahir semacam kesadaran baru bagi umat Islam, 
di mana timbulnya minat yang   mendalam terhadap masalah-masalah pendidikan 
yang dimaksudkan untuk memperkuat ummat Islam, sehingga sejumlah 
organisasi Islam dapat dimantapkan. Dalam hubungan ini Kementrian Agama 
telah mencanangkan rencana-rencana program pendidikan yang akan 
dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam 
sebagai berikut : 
a. Pesantren  Indonesia  Klasik,  semacam  sekolah  swasta  keagamaan yang 

menyediakan asrama, yang sejauh mungkin memberikan pendidikan yang 
bersifat pribadi, sebelumnya terbatas pada pengajaran keagamaan serta 
pelaksanaan ibadah. Baik guru maupun muridnya, merupakan suatu 
masyarakat yang hidup serta bekerja sama, mengajarkan tanah milik pesantren 
agar dapat mmenuhi kebutuhan sendiri. 

b. Madrasah  Diniyah,  yaitu  sekolah-sekolah  yang  memberikan 
pengajaran  pada  murid  sekolah  negeri  yag  berusia  7  sampai  20 tahun. 
Pelajaran berlangsung di dalam kelas, kira-kira 10 jam 
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seminggu,   di   waktu   sore,   pada   Sekolah   Dasar   dan   Sekolah Menengah 
(4 tahun pada Sekolah Dasar dan 3 sampai 6 tahun pada Sekolah Menengah). 
Setelah menyelesaikan Pendidikan menengah negeri, murid-murid ini akan 
dapat diterima pada pendidikan agama tingkat akademi. 

c. Madrasah-madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara 
modern,  yang bersamaan dengan pengajaran agama juga dibrikan pelajaran 
umum. Biasanya tujuannya adalah menyediakan 60%-65% 
dari  jadwal  waktu  untuk  mata  pelajaran umum  ,dan  35%-450% untuk mata 
pelajaran agama. 

d. Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  (MIN),  yaitu  Sekolah  Dasar Negeri enam 
tahun, di mana perbandingan umum kira-kira 1:2. Pendidikan selanjutnya 
dapat diikuti pada MTsN, atau (sekolah tambahan tahun ketujuh) murid-murid 
dapat mengikuti pendidikan ketrampilan, misalnya Pendidikan Guru Agama 
untuk Sekolah Dasar Negeri,setelahnya dapat diikuti latihan lanjutan dua 
tahun untuk menyelesaikan Kursus Guru Agama untuk Sekolah Menengah. 

e. Suatu percobaan baru telah di tambahkan pada Madrasah Ibtidaiyah 
Negeri  (MIN) 6  tahun,  dengan menambahkan  kursus  selama dua tahun, 
yang memberikan latihan layang biasanya akan kembali ke kampungnya 
masing-masing. 

f. Pendidikan  Teologi  tertinggi,  pada  tingkat  Universitas diberikan sejak tahun 
1960 pada IAIN, IAIN ini dimulai dengan dua bagian atau dua fakultas di 
Yogyakarta dan dua Fakultas di Jakarta.  

 
Pengaruh kebijakan pemerintah  masa orde lama bagi pendidikan Islam di Indonesia  

ketika tanggal 3 januari 1946 dibentuk departemen agama,dimana tugasnya mengurusi 
penyelenggaraan pendidikan agama disekolah umum dan mengurusi sekolah agama seperti 
pondok pesantren  dan madrasah dimana menghasilkan suatu laporan pada tanggal 2 juni 1946 
yang  berbunyi pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu dipertinggi 
dan dimodernisasikan serta diberikan bantuan biaya dan lain –lain hal  ini berarti memberikan 
pengaruh besar untuk pendidikan Islam Indonesia dimana  pemerintah memberi bantuan 
kepada pondok pesantren dan madrasah agar pengajarannya lebih dipertinggi dan 
dimodernisasi sesuai dengan zaman dan diberikan bantuan biaya serta sarana prasarana.  

B. Kebijakan pemerintah masa orde baru  
Pada tahun 1966 terjadi dualisme kepemimpinan antara Suharto dan Sukarno. Keluarnya TAP 

MPR No XIII/MPRS/1966 pada 25 Juli 1966 yang mengangkat Suharto untuk membentuk 
kabinet baru, sedangkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan kepala negara. 
Sukarno sebagai kepala negara dan Suharto sebagai kepala negara yang berjalan rusuh, MPRS 
melakukan sidang istimewa tanggal 7-12 Maret 1967 yang mengeluarkan Ketetapan Nomor 
XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan Negara dari pemerintahan Presiden 
Sukarno dan mengangkat Suharto sebagai presiden (Yoyon bahtiar Irianto, 2015). 

Orde baru adalah masa pemerintahan diindonesia sejak 11 maret 1966 hingga terjadinya 
peralihan kepresidenan dari presiden soeharto ke prisiden habibi pada 21 mei 1998. Peralihan 
dari orde lama keorde baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan 
pendidikan nasional.pada dasarnya orde baru adalah suatu korelasi total terhadap orde lama 
yang didominasi oleh PKI dan dianggap  telah menyelewengkan pancasila.masa orde baru 
disebut juga sebagai orde konstitusional dan orde pembangunan . yakni bertujuan membangun 
manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan 
kehidupan yang lebih baik.  

Beberapa kebijakan orde baru pemerintah antara lain: 
1. kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan orde 

lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem 
pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom 
dibawah pengawasan menteri agama. 
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2. Dalam dekade 1970-an  madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat 
keberadaannya, namun diawal-awal tahun 1970an justru kebijakan pemerintah 
terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan 
nasional. . Hal ini terlihat dengan langkah yang di tempuh pemerintah dengan 
mengeluarkan suatu kebijakan berupa keputusan presiden nomor 34 tanggal 18 
April tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Isi 
keputusan ini mencakup tiga hal : 
a. Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas 

pembinaan pendidikan umum dan kebijakan 
b. Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan 

latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri 
c. Ketua lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas 

pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri. 
3. Selanjutnya, kepres No 34 Tahun 1972 ini di pertegas oleh inpres No 15 tahun 1974 

yang mengatur operasionalnya. Dalam TAP MPRS Nomor XVII Tahun 1966 
dijelaskan “agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan 
nasional. Persoalan keagamaan dikelola oleh Departemen Agama, sedangkan 
madrasah dalam TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960 adalah lembaga pendidikan 
otonom di bawah bawah pengawasan Menteri Agama”. Dari ketentuan ini, 
Departemen Agama menyelenggarakan pendidikan madrasah tidak saja bersifat 
keagamaan dan umum, tetapi juga bersifat kejuruan. Dengan keputusan presiden 
No. 34 Tahun 1972 dan impres 1974, penyelenggraan pendidikan dan kejuruan 
sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab MENDIKBUD. 

4. Munculnya reaksi keras umat Islam disadari oleh pemerintah yang kemudian 
mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah. 
Untuk mengatasi kekhawatiran dan kecemasan umat Islam akan dihapuskannya 
sistem pendidikan madrasah sebagai kongkurensi Kepres dan Inpres di atas, maka 
pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga 
Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam 
Negeri) No. 03 Tahun 1975.SKB ini merupakan model solusi yang di satu sisi 
memberikan pengakuan eksistensi madrasah, dan di sisi lain memberikan kepastian 
akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan 
nasional yang integratif. Dalam SKB tersebut diakui ada tiga tingkatan madrasah 
yaitu Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah yang ijazahnya diakui sama dan setingkat 
dengan SD, SMP, dan SMA. Kemudian lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah 
umum yang setingkat lebih tinggi, serta siswanya dapat berpindah ke sekolah 
umum yang setingkat.Makna SKB Tiga Menteri ini bagi umat Islam adalah pertama, 
terjadinya mobilitas sosial dan vertikal siswa-siswa madrasah yang selama ini 
terbatas di lembaga-lembaga pendidikan tradisional (madrasah dan pesantren), dan 
kedua, membuka peluang kemungkinan anak-anak santri memasuki wilayah 
pekerjaan pada sektor modern. Meskipun demikian, bukan berarti SKB Tiga Menteri 
ini tanpa masalah. Melalui SKB Tiga Menteri ini status madrasah disamakan dengan 
sekolah berikut jenjangnya. Komposisi kurikulum madrasah adalah 70 % mata 
pelajaran umum dan 30 % mata pelajaran agama. Efek penyamaan kurikulum ini 
adalah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh madrasah. Di satu pihak 
madrasah harus memperbaiki mutu pendidikan umumnya harus setaraf dengan 
standar yang berlaku di sekolah. Di lain pihak, madrasah sebagai sekolah agama 
harus menjaga mutu pendidikan agamanya tetap baik.  

5. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan pembinaan terhadap pesantren 
melalui Proyek Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Dana pembinaan pesantren 
diperoleh dari pemerintahan terkait, dari pemerintahan pusat hingga daerah. Tahun 
1975, muncul gagasan untuk mengembangkan pondok pesantren dengan model 
baru. Lahirlah Pondok Karya Pembangunan, Pondok Modern, Islamic Centre, dan 
Pondok Pesantren Pembangunan. Kemudian banyak pesantren yang mendirikan 
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sekolah umum dengan kurikulum sekolah umum yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Bahkan, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 1975, menetapkan mata pelajaran 
umum sekurang-kurangnya sebanyak 70 % dari seluruh kurikulum madrasah. 
Banyak juga madrasah yang mendirikan perguruan tinggi seperti Pesantren Al-
Syafi’iyah dan Pesantren Al-Tahiriyah 

6. Pada awal tahun 1980-an, pernah ada usul agar pemerintah memasukkan 
kurikulum perbandingan agama untuk di sekolah-sekolah lanjutan atas; SMU dan 
Madrasah Aliyah, atau yang setingkat. Namun, usul ini diprotes oleh beberapa 
kalangan Muslim karena dianggap dapat merusak dan melemahkan iman para anak 
didik. Pendidikan Agama dimasukkan ke dalam program pendidikan inti, sebagai 
mata pelajaran wajib bagi semua siswa SMA bersama-sama dengan 14 mata 
pelajaran lain: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa 
dan Sastra Indonesia, Geografi, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, 
PendidikanKesenian, Pendidikan Keterampilan, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, 
Sejarah, dan Bahasa Inggris.  

7. Pasca lahirnya kurikulum 1984 terdapat sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah, yang berkaitan dengan masa libur sekolah dan pemakaian jilbab di 
lingkungan siswi-siswi SMA. Menteri Daud Yusuf mengeluarkan keputusan yang 
menetapkan bulan puasa sebagai waktu belajar dan larangan bagi siswi-siswi 
menggunakan jilbab ke sekolah. Keputusan yang dikeluarkan melalui SK Menteri P 
& K No. 0211/U/1978 itu menimbulkan kontroversi karena sebelum itu, bulan 
puasa adalah libur sebulan penuh. Kontroversi itu makin menghangat ketika 
Musyawarah Nasional ke-2 MUI akhir Mei 1980 kembali menghimbau Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau kebijakan libur puasa itu. Ketika 
mengadakan rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Menteri P & K, Daud Yusuf 
menegaskan bahwa di dalam bulan puasa sekolah tetap harus melakukan kegiatan 
belajar mengajar seperti biasa. 

8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nugroho Notosusanto yang menggantikan 
Daud Yusuf memberlakukan kebijakan baru berupa keharusan setiap murid baru 
untuk menandatangani surat pernyataan mengenai pendidikan agama yang akan 
diikuti. Argumen yang dikemukakan saat itu adalah mengidentifikasi kebutuhan 
(need assesment) guru agama di masing-masing agama. Kebijakan lainnya adalah 
menyangkut pakaian jilbab bagi siswi yang beragama Islam. Banyak sekolah yang 
secara tegas melarang pengenaan pakaian tersebut bagi murid perempuan, seperti 
yang menimpa 19 siswi kelas I–III SMA I Jakarta pada tahun 1985. Pada awalnya 
sekolah menjatuhkan sanksi skors terhadap siswi yang mengenakan jilbab dengan 
alasan melanggar tata tertib sekolah yang telah ditandatangani oleh orangtua murid 
sewaktu anaknya mau masuk ke sekolah tersebut yakni anaknya akan menaati 
semua peraturan sekolah termasuk pakaian seragam. Namun, setelah tidak ada kata 
sepakat dengan orangtua, para siswi itu kemudian dipindahkan ke sekolah lain dan 
uang seragam mereka pun dikembalikan, mereka harus beli pakaian seragam baru 
di tempat lain. Ketentuan pakaian seragam itu sendiri didasarkan pada SK Dirjen 
Dikdasmen No. 052/C/Kep./D.82 yang disusul dengan Peraturan Pelaksanaan 
No.18306/C/D.83 tentang Pedoman Pakaian Seragam Anak Sekolah (PSAS). Salah 
satu poin dalam SK tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi para kepala sekolah 
(negeri) untuk mengambil kebijakan di tingkatan sekolah adalah poin yang 
menyatakan ”Pelaksanaan pakaian seragam di sekolah-sekolah, bagi beberapa siswi 
yang melakukan penyimpangan karena keyakinan agama (bila ada), diberlakukan 
secara persuasif, edukatif, dan manusiawi” 

9. Perkembangan menarik berikutnya adalah dengan terakomodasinya kepentingan-
kepentingan pendidikan Islam pada khususnya dan pendidikan agama pada 
umumnya dalam UU Sisdiknas Tahun 1989. Posisi pendidikan agama dalam 
Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat 
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dilihat pada pasal 39 ayat 2 yang menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, 
jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat (1) Pendidikan Pancasila, (2) 
Pendidikan Agama, dan (3) Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan hal 
tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran 
wajib bagi setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan mulai prasekolah (TK/RA) 
sampai dengan pendidikan tinggi (PT). 

10. Pendidikan agama sudah dikembangkan sejak taman kanak-kanak (BAB V pasal 9 
ayat 1 PP Nomor  27 sejak Tahun 1990 dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang 
sistem pendidikan nasional, merupakan undang-undang yang mengatur 
penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki oleh 
UUD 1945 . dengan demikian berarti UU nomor 2 Tahun 1989 tersebut merupakan 
wadah formal terintregrasinya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, 
dan dengan adanya wadah tersebut, pendidikan Islam mendapat peluang serta 
kesempatan untuk terus berkembang . adanya peluang-peluang dan kesempatan 
untuk berkembangnya pendidikan nasional tersebut, dapat dilihat dari UU nomor 2 
Tahun 1989 dalam beberapa pasal,yaitu: 

a. Pasal 1 ayat 2, disebutkan pendidikan nasional adalah. pendidikan yang 
berakar pada kebudayaan bangsa indonesia dsan yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945.Tidak  bisa dipungkiri bahwa pendidikan Islam  
baik sebagai sistem maupun institusinya, merupakan  warisan budaya 
bangsa yang berurat akar pada masyarakat bangsa indonesia.kalau begitu 
jelaslah bahwa pendidikan Islam akan merupakan bagian dari sistem 
pendidikan nasional. 

b. Pasal 4  tentang tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional 
bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi 
manusia seutuhnya. 

c. Pada pasal 10 dinyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian 
dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga 
dan yang memberikan keyakinan agama. 

d. Pada pasal 11 ayat 1 disebutkan jenis-jenis pendidikan yang termasuk 
pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejurusan 
luar biasa,pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan,pendidikan 
akademik,dan pendidikan profesional. 

e. Pada pasal  39 ayat 2dinyatakan isi kurikulum setiap jenis dan jalur serta 
jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan pancasila,pendidikan 
agama,pendidikan kewarganegaraan. 

f. Kemudian pada pasal 47 terutama ayat 2 dinyatakan bahwa ciri khas 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap 
diindahkan (Hasbullah, 2021). 

Pengaruh kebijakan pemerintah  masa orde baru bagi pendidikan Islam di Indonesia  
Orde baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan agama Islam meski pada 

awalnya senpat pesimis karna seolah madrsah terisolasi . karena beralihnya pengaruh 
komunisme kearah pemurnian pancasila melalui rencana pembangunan nasional 
berkelanjutan.terjadilah pergeseran kebijakan, dari murid berhak tidak ikut serta dalam 
pelajaran agama apabila mereka menyatakan keberatannya,menjadi semua murid wajib 
mengikuti pendidikan agama mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hasil dari 
keijakan pemerintah tentang pengajaran agama yang diberikan kesemua murid merupakan 
kewajiban mendapat reaksi yang berpositif bagi rakyat dimana disini pemerintah tidak 
membedakan siapapun dalam pengajaran pendidikan agama (Zuhairini, 2015) 

C. Kebijakan pemerintah masa reformasi  
Orde reformasi dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto 

mengundurkan diri pada 21 mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Orde 
reformasi dimulai pada Keadaan Ekonomi yang belum stabil kala itu memaksa pemerintah 
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untuk memangkas program-program yang didalamnya termasuk penyertaan guru-guru dan 
mentolelir terjadinya kemunduran penyelesaian program wajib belajar 9 tahun. 

Beberapa kebijakan pada masa orde reformasi adalah : 
1. Melanjutkan wajib belajar 9 tahun yang sudah dimulai sejak tahun 1994 serta 

melakukan perbaikan system pendidikan agar lebih demokratis (Azra, 2015). 
2. Penyempurnaan UU No. 2 tahun 1989 menjadi UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

system pendidikan Nasional, jika tahun 1989 disebutkan hanya Madrasah saja, 
maka pada tahun 2003 Pesantren, Ma’had Ali, Roudlotul Athfal dan majlis taklim 
masuk dalam pendidikan Nasional. Yang kedua dengan kebijakan tentang 
peningkatan anggaran pendidikan Islam, seperti di tetapkannya anggaran 20% 
untuk pendidikan dari dana APBN, termasuk gaji Guru dan Dosen, serta biaya 
operasional pendidikan, pengadaan buku gratis,dll. Yang ketiga kebijakan 
mengubah nomenklatur dan sifat Madrasah menjadi sekolah umum yang bericiri 
khas keagamaan (Azra, 2015). 

3. Disusun Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional dengan pertimbangan bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin 
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan 
efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan 
perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan 
pembaruan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Untuk 
pelaksanaannya kebijakan tersebut, diberikan ruang yang seluas-luasnya kepada 
daerah dalam merencanakan, menyelenggarakan, memberi pelayanan, 
mengevaluasi dan mengembangkan bidang pendidikan kepada pemerintah daerah 
agar tercipta rasa keadilan, demokratisasi otonomi kepada daerah untuk pelayanan 
yang cepat, tepat, efisien dan murah dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
masyarakat dalam bidangpendidikan. Dalam kaitan ini, ada empat program 
pendidikan yang menjadi agenda perbaikan sistem pendidikan nasional di era 
reformasi. Keempat program di bidang pendidikan yaitu: 1.Peningkatan mutu 
pendidikan, 2. Efisiensi pengelolaan pendidikan, 3. Relevansi pendidikan dan 4. 
Pemerataan pelayanan pendidikan 
Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003  tentang sisdiknas disebutkan 
pendidikan agama dalam beberapa pasal yaitu : 

a. pasal 12 ayat 1 (a) “setiap peseta didik pada setiap satuan pendidikan 
berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang 
dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.  

b. pasal 37 tentang kurikulum“ Kurikulum pendidikan dasar dan menengah 
wajib memuat pendidikan agama (ayat 1 a)” pada ayat 2 (a) “Kurikulum 
pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan 
kewarganegaraan dan bahasa” 

4. Pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan 
kurikulum berbasis kompentensi (KBK/ tahun 2004) dan Kurikulum Tingkat 
Satuan (KTSP/tahun 2006), serta kebijakan tentang Peraturan Pemerintah No. 55 
tentang Pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan. Dan juga dinyatakan 
bahwa Dalam arah kebijakannya dinyatakan bahwa sesuai dengan agenda 
pembangunan nasional, disebutkan bahwa, peningkatan kualitas pendidikan 
agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang 
pendidikan. Serta peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan 
keagamaan. 

5. Perkembangan pendidikan agama Islam makin jelas dengan berlakukanya PP No. 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyebutkan : 

a. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada 
jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : (1) kelompok mata 
pelajaran agama dan akhlak mulia, (2) kelompok mata pelajaran 
kewarganegeraan dan kepribadian, (3) kelompok mata pelajaran ilmu 
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pengetahuan dan teknologi, (4) kelompok mata pelajaran estetika, dan (5) 
kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. 

b. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/ MI/ SDLB/ 
Paket A, SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B, SMA/ MA/ SMALB/ Paket C, 
SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan 
dan.atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, kepribadian, 
ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan. 

Pengaruh kebijakan pemerintah bagi pendidikan Islam di Indonesia pada masa Reformasi 
 Pada masa reformasi pendidikan Islam di Indonesia sudah sangat mengalami 
kemajuan terutama dengan di keluarkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan 
Nasional, jika tahun 1989 disebutkan hanya Madrasah saja, maka pada tahun 2003 Pesantren, 
Ma’had Ali, Roudlotul Athfal dan majlis taklim masuk dalam pendidikan Nasional. Hal ini 
semakin memberi ruang bagi sekolah-sekolah Islam di Indonesia untuk terus maju dan 
menyetarakan pendidikan di tingkat Nasional. Juga dengan adanya peningkatan anggaran 
pendidikan 20% dari APBN semakin meningkatkan anggaran untuk pendidikan Islam di 
Indonesia. Dan dengan adanya UU NO 20 Tahun 2003 pasal 37 tentang kurikulum“ Kurikulum 
pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama (ayat 1 a)” pada ayat 2 (a) 
“Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan 
kewarganegaraan dan bahasa” menambah penting peran pendidikan Agama dalam dunia 
pendidikan sebagai pembangun bangsa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam 
di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam setiap periode pemerintahan. Pada 
masa Orde Lama, fokus utama adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan Islam melalui 
pendirian Departemen Agama serta pengaturan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Pada 
masa Orde Baru, kebijakan bergerak ke arah integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan 
nasional melalui SKB Tiga Menteri 1975, perluasan kurikulum, dan reformasi struktur institusi 
pendidikan Islam. Sementara itu, pada era Reformasi, kebijakan pendidikan Islam semakin 
mengalami penguatan melalui UU No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan pesantren, RA, 
Ma’had Aly, dan majelis taklim sebagai bagian sah dari sistem pendidikan nasional. Temuan ini 
menegaskan bahwa dinamika kebijakan pemerintah tidak bersifat stagnan, melainkan 
mengikuti kebutuhan sosial-politik serta tuntutan modernisasi pendidikan Islam. 

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perkembangan pendidikan Islam tidak 
hanya dipengaruhi faktor hukum dan politik, tetapi juga oleh perubahan paradigma 
pemerintah dalam memandang peran pendidikan agama. Berbeda dari temuan Hasbullah 
(2020) yang menekankan bahwa kebijakan Orde Baru lebih bersifat sentralistis, penelitian ini 
mengungkap adanya fase akomodasi bertahap yang justru membuka ruang integrasi pendidikan 
Islam ke sistem nasional melalui kebijakan kurikulum dan pembinaan madrasah. Selain itu, 
berbeda dengan studi Nata (2021) yang hanya memaparkan kebijakan secara deskriptif, 
penelitian ini menunjukkan adanya kesinambungan logis yang menghubungkan kebijakan 
Orde Lama hingga Reformasi sebagai satu garis perkembangan. 

Penelitian ini juga berbeda dengan hasil penelitian Mahfud (2020) yang menyatakan 
bahwa perkembangan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh perubahan ideologi negara, 
khususnya pada masa Orde Baru yang dianggap menekan ekspresi Islam. Temuan penelitian 
ini justru menunjukkan bahwa meskipun terdapat tekanan politik pada tahap awal, pemerintah 
secara bertahap melakukan integrasi sistemik melalui SKB Tiga Menteri yang memberi 
pengakuan formal terhadap jenjang madrasah. Berbeda dengan Mahfud yang menekankan 
aspek politik, penelitian ini menggarisbawahi transformasi kebijakan struktural yang 
berdampak langsung pada pelayanan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan 
bahwa kebijakan Reformasi bukan hanya memberikan ruang demokratis, tetapi juga reposisi 
lembaga pendidikan Islam sebagai bagian integral sistem nasional. Dengan demikian, 
penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih seimbang antara aspek politik dan 
perkembangan kelembagaan. Pendekatan longitudinal yang digunakan juga memberikan 
pemahaman bahwa perubahan kebijakan bersifat akumulatif, bukan segmentatif. 
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Berbeda dari temuan Hamzah (2021) yang menyimpulkan bahwa peran pemerintah 
dalam pendidikan Islam cenderung stagnan setelah Reformasi, penelitian ini menemukan 
adanya percepatan penguatan kelembagaan pendidikan Islam melalui UU No. 20 Tahun 2003, 
PP No. 55/2007, dan kebijakan kurikulum berbasis kompetensi. Penelitian Hamzah kurang 
menyoroti dinamika kebijakan turunan yang memiliki dampak signifikan pada ekosistem 
pendidikan Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Reformasi bukan hanya 
membuka ruang partisipasi, tetapi juga mendorong modernisasi manajemen madrasah dan 
pesantren. Selain itu, penelitian ini memberikan bukti bahwa akses pembiayaan dan 
standardisasi nasional semakin diperkuat pada periode tersebut. Perbedaan ini menunjukkan 
bahwa penelitian sebelumnya kurang melihat perkembangan regulasi secara komprehensif. 
Penelitian ini memperkuat argumen bahwa kebijakan Reformasi bersifat progresif, bukan 
stagnan. Konteks tersebut memberikan gambaran berbeda mengenai efektivitas kebijakan 
pemerintah dalam mendukung pendidikan Islam. 

Studi Hasanah (2022) menekankan bahwa perkembangan pendidikan Islam lebih 
dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dibandingkan intervensi kebijakan pemerintah. 
Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan negara justru memiliki 
peran fundamental terutama dalam pengakuan formal terhadap madrasah, pesantren, RA, dan 
Ma’had Aly. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah menjadi faktor utama 
penyatuan sistem kurikulum, standardisasi mutu, serta penguatan status kelembagaan. 
Berbeda dengan Hasanah yang menekankan kekuatan komunitas, penelitian ini menegaskan 
bahwa posisi pendidikan Islam dalam sistem nasional tidak mungkin tercapai tanpa dukungan 
regulasi negara. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah sejak Orde 
Lama telah memberikan dasar legal bagi pengembangan lembaga Islam. Dengan demikian, 
kontribusi negara lebih besar daripada yang diasumsikan dalam penelitian Hasanah. 
Perbedaan sudut pandang ini memberikan pemahaman lebih luas mengenai interaksi antara 
negara, institusi pendidikan, dan masyarakat. 

Penelitian Yuliana (2023) menyatakan bahwa perubahan kurikulum merupakan faktor 
terbesar dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Temuan penelitian ini 
memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa perubahan kurikulum hanyalah 
salah satu komponen dari transformasi sistemik yang lebih besar. Penelitian ini menemukan 
bahwa integrasi pendidikan Islam juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan kelembagaan, 
pengakuan struktural, dan kebijakan pendanaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan 
gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan studi Yuliana yang cenderung 
menitikberatkan pada aspek kurikulum. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
kebijakan Orde Baru dan Reformasi membentuk struktur pendidikan Islam secara holistik, 
mencakup aspek akreditasi, status hukum, hingga mobilitas siswa. Perbedaan ini memperkuat 
kontribusi penelitian ini dalam memperluas cakupan analisis yang tidak hanya berfokus pada 
kurikulum. Hal ini menjadikan penelitian ini unik dibandingkan penelitian sebelumnya. 

Temuan penelitian ini juga berbeda dengan hasil studi Firdaus (2021), yang 
menyatakan bahwa integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional 
sepenuhnya baru terjadi pada era Reformasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar integrasi 
tersebut telah dimulai sejak SKB Tiga Menteri 1975 pada masa Orde Baru, yang menjadi pijakan 
formal penyetaraan madrasah dengan sekolah umum. Selain itu, penelitian Firdaus kurang 
melihat kesinambungan historis antara tiga periode pemerintahan. Penelitian ini 
memperlihatkan bahwa setiap periode memiliki peran spesifik dalam membangun sistem 
pendidikan Islam modern, bukan dimulai secara tiba-tiba pada Reformasi. Dengan menelusuri 
data historis lintas periode, penelitian ini menunjukkan adanya pola evolusi kebijakan, bukan 
revolusi kebijakan. Perbedaan ini memberikan kontribusi teoritis penting mengenai hubungan 
antarperiode kebijakan pendidikan Islam. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan 
kerangka analisis yang lebih lengkap daripada penelitian Firdaus. 

Selanjutnya, penelitian Azra (2020) dan Rohman (2019) berfokus pada aspek sosio-
politik pendidikan Islam, namun belum menampilkan hubungan antarperiode pemerintahan 
secara komprehensif seperti pada penelitian ini. Penelitian Mujiburrahman (2021) juga 
menyebut perkembangan madrasah, tetapi tidak menganalisis dampak kebijakan lintas rezim. 
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Temuan penelitian ini juga berbeda dengan studi Zuhairini (2020) yang menekankan dampak 
kurikulum, sementara penelitian ini menekankan integrasi struktural dan pengakuan formal 
lembaga pendidikan Islam. Berbeda pula dengan temuan Abdullah (2022) dan Fitrah (2023) 
yang menyoroti transformasi pendidikan Islam di era digital, penelitian ini menunjukkan 
bahwa dasar transformasi tersebut telah dibangun jauh sebelumnya melalui kebijakan Orde 
Baru dan Reformasi. Selain itu, penelitian Syahrul (2021) yang menilai bahwa kebijakan 
Reformasi belum sepenuhnya efektif, berbeda dengan hasil penelitian ini yang justru 
menemukan adanya peningkatan legitimasi dan otonomi lembaga pendidikan Islam akibat 
kebijakan tersebut. 
Penelitian ini memberikan implikasi teoretis bahwa hubungan antara kebijakan negara dan 
pendidikan Islam tidak bersifat dikotomis, tetapi bersifat adaptif dan saling berbentuk. Secara 
praktis, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan integrasi pendidikan Islam ke dalam 
sistem pendidikan nasional merupakan hasil proses panjang yang dimulai sejak Orde Lama. 
Temuan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pendidikan 
Islam di masa mendatang, khususnya terkait penguatan mutu, peningkatan otonomi, dan 
kesetaraan kelembagaan. Penelitian ini juga memberi kontribusi bagi pengembangan literatur 
sejarah kebijakan pendidikan Islam yang bersifat longitudinal, karena mampu menunjukkan 
kesinambungan dan transformasi kebijakan secara sistematis dari masa ke masa. Keterbatasan 
penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang hanya berbasis studi kepustakaan sehingga 
tidak melibatkan data empiris seperti wawancara, observasi lapangan, atau analisis 
implementasi kebijakan di sekolah/madrasah. Selain itu, keterbatasan literatur yang tersedia 
pada beberapa periode tertentu, khususnya masa awal Orde Lama, membatasi kedalaman 
analisis. Penelitian ini juga tidak melakukan perbandingan lintas negara sehingga konteks 
global kebijakan pendidikan Islam belum dapat terlihat secara utuh 
 
CONCLUSION 

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada orde lama adalah langkah awal 
kemajuan pendidikan Islam di Indonesia terbukti ketika pada tanggal 3 januari 1946 dibentuk 
departemen agama,dimana tugasnya mengurusi penyelenggaraan pendidikan agama disekolah 
umum dan mengurusi sekolah agama seperti pondok pesantren  dan madrasah. Pada awal 
orde baru kebijakan pemerintah sempat mengecewakan bagi pendidikan Islam dengan 
dikeluarkannya keputusan presiden NO 34 tanggal 18 april tahun 1972 yang dicemaskan 
masyarakat akan menghilangkan sistem madrasah, menyadari kecemasan masyarakat 
pemerintah lalu mengambil kebijaksanaan surat keputusan bersama (SKB)  tiga menteri yang 
selanjutnya diikuti oleh kebijakan positif untuk kemajuan pendidikan Islam lainnya. masa orde 
baru dapat dikatakan masa keemasan bagi pendidikan Islam Indonesi karna pada masa ini 
banyak kebijakan pemerintah yang sangat-sangat berpengaruh besar bagi kemajuan 
pendidikan Islam. Pada era reformasi melanjutkan estafet kemajuan yang banyak terjadi pada 
masa orde baru, antara lain pesantren, RA dan yang lainnya disetarakan dengan madrasah 
yang telah setara dengan pendidikan umum serta dengan keluarnya UU NO 20 tahun 2003 
pasal 37 tentang kurikulum. Kebijakan pemerintah pada orde lama, orde baru, maupun masa 
reformasi, ketiganya memberikan pengaruh positif bagi kemajuan pendidikan islam di 
Indonesia. Beberapa efek positif tersebut antara lain pengajarannya yang lebih dipertinggi dan 
dimodernisasi sesuai dengan zaman dan diberikan bantuan biaya serta sarana prasarana 
kepada Madrasah dan pondok pesantren, kewajiban semua murid untuk mengikuti pendidikan 
agama mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, disetarakannya pendidikan Islam 
dengan pendidikan Umum dalam pendidikan Nasional, selanjutnya membuktikan bahwa 
eksistensi pendidikan Islam semakin diakui dalam tatanan pendidikan Nasional. 
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